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BUPATI TRENGGALEK 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  

NOMOR  8 TAHUN 2021 
TENTANG 

PERUBAHAN TARIF ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
TRENGGALEK NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI TRENGGALEK, 
 
  

Menimbang:a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8A ayat (3) 

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 

2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 

2016 maka peninjauan tarif retribusi pengendalian menara 

telekomunikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;  

b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Komisi II Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor: 

03/Komisi II/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 menyatakan 

rekomendasi disepakati besaran tarif Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Tarif Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; 
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Mengingat :  1.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 

dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
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Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 

2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 

4 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 

67); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 

16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek 

Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 118); 
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun   

2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 

11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek 

Nomor 86); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 
14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN 
MENARA TELEKOMUNIKASI. 

 

Pasal 1 
 

Besaran tarif retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Trenggalek 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian 

Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek 

Nomor 16 Tahun 2016 diubah sebagai berikut: 
1. Tarif Retribusi pada Pasal 8 ayat (3) sebesar Rp. 4.200.000,- 

(empat juta dua ratus ribu rupiah) diubah menjadi 

Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). 

2. Lampiran pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 

diubah sebagai berikut:  

Penghitungan Tarif Retribusi menggunakan Tarif  Tunggal 
Jumlah Kunjungan ke menara per tahun = 180 x 2 kali = 360 

kunjungan 

Jika dalam 1 hari = 3 kunjungan, maka untuk 360 

kunjungan dibutuhkan 120 hari kerja. 

Transportasi terdiri dari sewa kendaraan, BBM dan sopir @ 

Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) (asumsi 1 Tim 9 

orang 3 kendaraan) 
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Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut : 

1. Transportasi 1 tim 
120 

hari 
Rp. 2.400.000 Rp. 288.000.000 

2. Uang Harian 9 orang 
120 

hari 
Rp. 160.000 Rp. 172.800.000 

3. 
ATK dan 

Penggandaan 
1 tahun  Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000 

Tota Biaya Operasional per tahun Rp. 472.800.000 

Biaya Rata-rata atau tarif per menara per tahun (180 

menara) 
Rp. 2.626.666,67 

Pembulatan Rp. 2.600.000,00 

Terbilang : dua juta enam ratus ribu rupiah 

 
Pasal 2 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. 

 
 

                                                                  Ditetapkan di Trenggalek 
                                                                  pada tanggal 4 Maret 2021 
                                                              BUPATI TRENGGALEK, 

                    TTD 
       MOCHAMAD NUR ARIFIN 

Diundangkan di Trenggalek 
pada tanggal 4 Maret 2021 
   SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TRENGGALEK, 
                TTD 
        JOKO IRIANTO 
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 8 
 


